SALINAN
NOMOR 3, 2011

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG

NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG

PENYERTAAN MODAL PADA PT. BANK JATIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

M enimbang

WALIKOTA MALANG,

a. bahwa penyertaan modal Pemerintah Kota Malang

pada PT. Bank Jatim sangat diperlukan untuk
menggerakkan perekonomian daerah guna
peningkatan  kesejahteraan  masyarakat dan
meningkatkan kepemilikan saham serta
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota
Malang pada PT. Bank Jatim;

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan
Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan
Pasal 66 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/ Daerah dan Pasal 81 ayat (3) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik
Daerah, penyertaan modal Pemerintah Kota Malang
pada Badan Usaha Milik Daerah diatur dalam
Peraturan Dagerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan
Modal pada PT. Bank Jatim;



M engingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah,
JawaBarat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang
Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat Il Malang dan Kabupaten Daerah
Tingkat Il Malang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pegawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);



13.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008
tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4812);

14.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan

Peraturan Perundang-undangan;

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua
kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011;

16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17
Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Barang Milik Daerah;

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53
Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah;

18.Peraturan  Daerah Jawa Timur Nomor 1
Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan
Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur
Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan

Daerah Jawa Timur;

19.Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang
Menjadi Kewenangan Pemerintahan  Daerah
(Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008
Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan
L embaran Daerah Kota Malang Nomor 57);

20.Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008
Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Malang Nomor 62);



Dengan Per setujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG
dan
WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN
MODAL PADA PT. BANK JATIM.

BAB |
KETENTUAN UM UM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang.

5. Perseroan Terbatas Bank Jatim yang selanjutnya disebut PT. Bank
Jatim adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Provinsi Jawa

Timur.

6. Penyertaan Modal adalah investasi Pemerintah Daerah pada PT. Bank

Jatim dalam bentuk uang.

BAB Il
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Jatim,

yaitu :

a. mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah;

b. menjadi pemilik saham yang termasuk kelompok penentu arah
kebijakan PT. Bank Jatim;

c. memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).



BAB |1l
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal pada PT. Bank
Jatim sampai tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp. 5.149.000.000,00

(limamilyar seratus empat puluh sembilan juta rupiah).

Pasal 4

Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal
pada PT. Bank Jatim dalam bentuk uang.

(1)

)

(1)

)

Pasal 5

Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4, berasal dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Malang.

Nilai penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan sebesar
Rp. 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar rupiah)
selain penyertaan modal yang sudah dilakukan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3.

BAB IV
PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah
pada PT. Bank Jatim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,
disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan Kkinerja
PT. Bank Jatim.

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus dicantumkan dalam Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Walikota



tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Walikota.

Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
padatanggal 15 Nopember 2011
WALIKOTA MALANG,
ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang
padatanggal 8 Desember 2011

SEKRETARISDAERAH KOTA MALANG,
ttd.
Dr.Drs. H. SHOFWAN, SH, M.S

Pembina Utama M adya
NI P. 19580415 198403 1 012

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2011 NOMOR 3

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.
DWI RAHAYU, SH, M.Hum.

Pembina
NIP. 19710407 199603 2 003




